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3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

10.

101

12.

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11
Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang

Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang

Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 384);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa ahun 2021;

. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2018 Nomor 30);

. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;

Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021;

Peraturan Desa Gondosari Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDesa) Gondosari Periode
’(I)‘;;lun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Gondosari Tahun 2020 Nomor
Peraturan Desa Gondosari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten
Kudus Tahun 2021;
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LAMPIRAN

PERATURAN DESA GONDOSARI

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GONDOSARI
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK URAIAN AN?g:‘:“N KETERANGAN
1 2 3 4
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 605.255.500,00
4.2, Pendapatan Transfer 2.885.596.600,00
43, Pendapatan Lain-lain 607.885.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 4.098.737.100,00
5. BELANJA
519. Belanja Pegawai 835.862.400,00
52. Belanja Barang dan Jasa 951.385.717,00
5.3. Belanja Modal 758.997.650,00
54. Belanja Tidak Terduga 1.062.856.000,00
JUMLAH BELANJA 3.609.101.767,00
SURPLUS / (DEFISIT) 489.635.333,00
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 130.364.667,00
6.1.1. NP AT ataaTSsbersmrya R R R 13036466700
6.2, Pengeluaran Pembiayaan 620.000.000,00
6.2.2. PampeModaiDea . 0 [F 6 2000000000
PEMBIAYAAN NETTC (489.635.333,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

2122021135837
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PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN GEBOG

J1. Rahtawu Raya No. 02 Gebog Kode Pos 59354

Telp. (0291) 439646 Email : kecamatangebog2017@gmail.com
Website : gebog.kuduskab.go.id

w

NOMOR
SIFAT
LAMPIRAN
PERIHAL

Tembusan :

(TP

Pit. Bupati Kudus (sebagal laporan);

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Kudus;

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
Tim Evaluasi Ranperdes tentang APBDesa Kec. Gebog;

Ketua BPD Gondosari.

Gebog, 16 Desember 2020
142 /(s54 -/ 35,02 / 2020

SEGERA Kepada
1 (satu) berkas
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Yth. KEPALA DESA GONDOSARI
Gondosari tentang APBDesa Tahun Anggaran KECAMATAN GEBOG
2021 .-
GEBOG

Menarik Surat Saudara tanggal 11 Desember 2020 nomor 900/120/35.07.8/2020 perihal
permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, disebutkan
bahwa, “Bupati mendelegasikan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Kepada

Camat’".

Sehubungan dengan hal fersebut, bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Desa Gondosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021,
sebagaimana terlampir dan selanjutnya disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan daerah, keserasian
antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauhmana APBDesa
tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan / atau peraturan
desa lainnya yang ditetapkan oleh desa yang bersangkutan.

2. Kepala Desa bersama BPD untuk segera melakukan penyempumaan dan penyesuaian terhadap
Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021 berdasarkan
hasil evaluasi tersebut terlampir paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat ini.

3. Apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempumaan
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

4. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, dan
rancangan peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan
Bupati dan Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama
BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

Demikian untuk menjadikan perhatian.
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